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BAB IV 

KESIMPULAN 

China semakin meningkatkan perannya dalam isu lingkungan global dan menjadi new 

global environmental leader pasca mundurnya AS dari Perjanjian Paris. Dalam upaya 

mewujudkan ambisinya, China menggunakan ecological civilization sebagai kerangka kerja 

lingkungan utama. Implementasi ecological civilization dalam kebijakan domestik berupa 

kebijakan blue sky war dan the soil pollution prevention and control law. Sementara itu, dalam 

implementasi ecological civilization dalam kebijakan luar negeri berupa visi community of a 

shared future (CSFH) dan proyek kerjasama Greening Belt and Road Initiatives (BRI). 

Dampak yang diberikan ecological civilization terhadap posisi china dalam isu lingkungan 

global dapat dilihat dari dampak internal dan eksternal. Dampak internal dari ecological 

civilization adalah keberhasilan kebijakan domestic dalam mengurangi polusi. Di dampak 

eksternal, posisi China sebagai negara penting dalam negosiasi mendapat pengakuan dari 

Jerman dan Presiden United Nation General Assembly (UNGA), Maria Fernanda Espnosa. 

Implementasi ecological civilization ini kemudian dapat dianalisis dengan konsep soft power 

dan environmentalism. 

Implementasi ecological civilization yang dijadikan upaya China untuk menjadi global 

environmental leader sesuai dengan konsep soft power, karena China menggunakan nilai-nilai 

politik, kebijakan, dan institusi sebagai daya tariknya. Nilai-nilai politik tersebut tercantum 

dalam ecological civilization yang ditawarkan China, yang bertujuan mencapai kebutuhan 

manusia akibat cepatnya pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan pengelolaan lingkungan. 

China memanfaatkan institusi United Nation Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC) melalui Conference of the Parties (COP) untuk mencapai ambisinya. Pada COP 

24, China memainkan peran kunci dalam negosiasi karena china telah melakukan transformasi 

energi yang lebih bersih. Kemudian, pada COP 25, China menjadi pemimpin negara 

berkembang dalam menyerukan adanya ketidakseimbangan dalam negosiasi. Sedangkan, 

dalam konsep environmentalism menjelaskan bagaimana ecological civilization merupakan 

kebijakan lingkungan yang berpusat pada manusia. Hal ini dapat dijelaskan dari peran negara 

yang dapat menangani masalah tersebut melalui kerjasama multilateral seperti Belt and Road 

Initiative (BRI) dan gagasan community of a shared future (CSFH) sebagai dasar kerjasama. 

Kerjasama lingkungan yang dilakukan China juga menunjukkan bagaimana para elit 
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internasional menjadi aktor satu-satunya yang dapat menangani masalah tersebut. Kerjasama 

antar negara dalam mencari solusi ini kemudian telah membentuk perjanjian, hubungan 

kelembagaan yang mengikat mereka dalam tata kelola global. Contohnya adalah kerjasama 

iklim yang menghasilkan pembentukan United Nation Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC) dan perjanjian lingkungan seperti Perjanjian Paris dan Protokol Kyoto 

yang telah mengikat mereka dalam tata kelola iklim global. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi ecological civilization digunakan 

China sebagai soft power untuk menjadi global environmental leader tahun 2018-2020 sesuai 

dengan indikator-indikator yang disebutkan dalam soft power dan environmentalism. Upaya 

China menjadi global environmental leader telah dilakukan melalui transformasi energi atau 

energi terbarukan. Dalam proses menjadi global environmental leader, masih ada beberapa 

indikator yang belum dapat dicapai China seperti performance dalam bidang iklim yang masih 

tergolong medium serta belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan dunia internasional.  

Dari penelitian tersebut, penulis menyarankan penelitian selanjutnya untuk mengkaji 

lebih banyak referensi yang berkaitan dengan implementasi ecological civilization dari 

perspektif aktor non-negara seperti Non-Govermental Organization (NGO), Perusahaan, dan 

lain-lain dan bagaimana respon negara lain terhadap ecological civilization yang dilakukan 

oleh China. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi acuan strategi bagi 

lembaga-lembaga untuk menerapkan kebijakan lingkungan yang bijaksana.  

 

 

 

 

 

 

 


